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Abstrak

Penelantaran terhadap tanah kerap kali terjadi di berbagai daerah di
Indonesia tak terkecuali di kabupaten Bintan terkhusus tanah terlantar
yang telah bersertifikat hak guna bangunan. Tujuan dari penelitian ini
untuk mengetahui Kriteria tanah terlantar dan bagaimana bentuk
pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pertanahan terhadap tanah
terlantar terkhusus tanah yang telah bersertifikat hak guna bangunan
tersebut dengan menggunakan metode penelitian normatif empris. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Kriteria Tanah terlantar ialah yang
meliputi hak atas tanah, Hak Pengelolaan dan tanah yang mempunyai
dasar penguasaan atas tanah,Tanah yang tidak diusahakan, tidak
dipergunakan atau tidak dimanfaatkan,Yang sesuai dengan
keadaannya, atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar
penguasaannya. Dalam menjalankan fungsi pengawasan Badan
Pertanahan, Kabupaten Bintan telah melaksanakan fungsi pengawasan
baik secara langsung dengan mendatangi objek atau secara tidak
langsung yakni melakukan inventarisasi tanah terlantar,kemudian
mengidentifikasi melakukan penerbitan tanah terlantar yang berstatus
atau bersertifikat hak guna bangunan. Fungsi pengawasan tersebut
dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan dengan penerbitan dari
beberapa tanah terlantar yang ada dikabupaten Bintan, sehingga saat
ini tana tersebut berstatus milik nergara.

Kata Kunci : Tanah Terlantar, BPN, Hak Guna Bangunan
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Abstract

Abandonment of land often occurs in various regions in Indonesia,
including in Bintan district, especially abandoned land that has been
certified with building use rights. The purpose of this study is to find out
the criteria for abandoned land and how the form of supervision by the
Land Agency is carried out on abandoned land, especially land that has
been certified with building use rights using empirical normative research
methods. The results of this study indicate that the criteria for
abandoned land include land rights, management rights and land that
has a basis of control over land, land that is not cultivated, not used or
not utilized, which is in accordance with the circumstances, or the nature
and purpose of granting the rights or the basis mastery. In carrying out
the supervisory function of the Land Agency, Bintan Regency has
carried out the supervisory function either directly by visiting the object
or indirectly, namely conducting an inventory of abandoned land, then
identifying the issuing of abandoned land with the status or certificate of
building use rights. The supervisory function is carried out properly as
evidenced by the issuance of several abandoned lands in the Bintan
district, so that currently the land is state-owned.

Keywords:

Keywords: Abandonetland, BPN, Building Rights
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Pendahuluan
Tanah merupakan karunia Tuhan

Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan

yang
dimanfaatkan,

Negara Indonesia, harus

diusahakan, dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat, hampir semua

kegiatan hidup manusia baik secara
langsung maupun tidak langsung sangat
memerlukan tanah. Tak terkecuali pada
saat manusia meninggal dunia masih
memerlukan tanah untuk
penguburannya. Tanah bagi kehidupan
manusia  sangat  strategis  karena
berdimensi sangat luas yang meliputi

dimensi sosial, ekonomi, budaya, politik,

104

produksi dan dimensi pertahanan dan
keamanan. Sebagai Negara yang berlatar
belakang agraris, tanah merupakan
sesuatu yang bernilai sangat penting di
dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Tanah berfungsi sebagai tempat dimana
warga masyarakat bertempat tinggal dan
tanah juga memberikan penghidupan
baginya Selain itu, tanah merupakan harta
yang  bersifat

dicadangkan bagi kehidupan yang akan

permanen,  karena

datang dan tidak dapat diperbaharui.1

1 SoerjonoSockanto danSoleman B.
Taneko, ‘Hukum Adat Indonesia, Cetakan Ke
Empat’, (PT. Raja Grafndo Persada jakarta, 2001).
Hlm 5
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Saat ini tanah yang telah dikuasai
dan atau dimiliki baik yang sudah ada hak
atas tanahnya maupun yang baru
berdasar perolehan tanah di beberapa
tempat masith banyak dalam keadaan
terlantar, sehingga cita-cita luhur untuk
meningkatkan kemakmuran rakyat tidak
optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penataan kembali untuk mewujudkan
tanah sebagai sumber kesejahteraan
rakyat, untuk mewujudkan kehidupan
yang lebih  berkeadilan, menjamin
keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan
kebangsaan Indonesia, serta memperkuat
harmoni sosial. Penelantaran tanah di
pedesaan dan perkotaan, selain
merupakan tindakan yang tidak bijaksana,
tidak ekonomis,tidak berkeadilan, selain
itu Dampak lain penelantaran tanah juga
menjadi  terhambatnya  pencapaian
berbagai tujuan program pembangunan,
rentannya  ketahanan  pangan  dan
ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya
akses sosial-ekonomi masyarakat
khususnya petani pada tanah, serta
terusiknya rasa keadilan dan harmoni
sosial.”

Pada dasarnya Negara
memberikan hak atas tanah atau Hak
Pengelolaan  kepada Pemegang Hak
untuk diusahakan, dipergunakan, dan
dimanfaatkan serta dipelihara dengan
baik selain untuk kesejahteraan bagi
Pemegang Haknya juga harus ditujukan
untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa
dan negara. Tentu saja ketika Negara
memberikan hak kepada orang atau

badan

kewajibankewajiban

hukum selalu diiringi
dalam surat
keputusan pemberian haknya. Karena itu

Pemegang Hak dilarang menelantarkan

2 Abdurrahman, Beberapa Aspek tentang
Hukum Agraria® (Bandung: alumni, 1980). Hlm. 23
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tanahnya, dan jika Pemegang Hak
menelantarkan tanahnya maka UUPA
(Undang Undang No 5 Th 1960) telah

akibat
hapusnya  hak atas tanah  yang

mengatur hukumnya  yaitu
bersangkutan dan pemutusan hubungan
hukum serta ditegaskan sebagai tanah
yang dikuasai langsung oleh Negara.
Seperti yang kita ketahui bahwa
kabupaten Bintan merupakan salah satu
kabupaten yang berada di Provinsi
Kepuluan Riau. Salah satu kabupaten
yang masih satu tanah dengan kota
Tanjungpinang ini memiliki banyak tanah
yang terlantar khsususnya tanah yang
sudah memiliki sertidikat hak guna
bangunan. Berikut data dari Kementrian
agrarian dan Tata Ruang Badan
pertanahan nasional direktorat jenderal
pengendalian dan penerbitan tanah dan

Tabel 1 : Data Tanah terlantar bersertifikat hak guna bangunan di kabupaten Bintan

No Nama dan alamat Letak Tanah Luas Tanah
pemegang hak

1. | PT.Puteri Buau Kenanga Bintan Utara Dan Tanjung | 35,1482

Uban Kota

2. [ PT Terira Pratiwi [ Bintan Timur Sekarang [ 82,1480
Development Bintan Pesisir [ Kelong)

3. | PT. Multi Dwi Makmur Kp. Kijang 301, 7466

4. | PT.Mapor Island Resort Bintan Timur Sekarang | 488,1400

Bintan Pesisir

5. 'PT.LibraAgroTamanAsn [Bintan Timur Sekamng.EO,HlS
Gunung Kijang

6. PT. Surya Bangun Pertiwi Bintan Utara 383,0000

7. | PT.Andika Tambang [ Bintan Timur [ 158, 3007

Sumber : Kementrian agrarian dan Tata Ruang Badan pertanahan nasional direktorat
jenderal pengendalian dan penerbitan tanah dan ruang

ruang vyakni tanah yang terlantar
khsususnya tanah yang sudah memiliki
sertidikat

Kabupaten Bintan.

hak guna bangunan di

badan

pertanahan sesual peraturan presiden

Salah satu tugas

republik Indonesia nomor 20 Tahun
2015 tentang pertanahan nasional, badan
pertanahan yang dikenal dengan BPN
memiliki tugas pemerintahan dibidang
pertanahan sesuai dengan ketentuan ialah
melakukan pengawasan yang berkaitan
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dengan tanah yang salah satunya ialah
terkait dengan tanah terlantar baik yang
telah  bersertifikat  maupun  belum
bersertifikat. Banyaknya angka tanah
penelantaran  terkhusus pada angka
penelantaran yang telah bersertfikat hak
guna bangunan diatas menjadi hal yang
menarik untuk penulis teliti mengenai
bagaimana Kriteria tanah terlantar dan
bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh
BPN terhadap tanah terlantar terkhusus
tanah yang telah bersertifikat hak guna
bangunan.

Jenis penelitian yang penulis
gunakan ialah hukum normatif-empitis.’

Abdulkadir

pendapat bahwasanya penelitian hukum

Muhammad memberikan

normatif — empiris ialah penelitian
hukum yang menggunakan studi kasus
hukum normatif — empiris yang berupa
hukum.*

Penelitian yang dilakukan dengan cara

produk  perilaku Artinya

pengkajian  terhadap Undang-Undang
untuk mencari kebenaran dan keabsahan
yang dikolaborasikan  dengan  cara
mengadakan identifikasi hukum dan
Kriteria  tanah
bentuk
pengawasan serta problematika yang
dihadapi oleh BPN terhadap tanah

terlantar terkhusus tanah yang telah

menganalisa  terkait

terlantar dan bagaimana

bersertifikat hak guna bangunan. Dengan
pendekatan perundang-undangan dan
juga pendekatan sosiologi hukum.
Sumber data yang penulis gunakan dalam
penelitian ini ialah dengan melakukan
wawancara bersama badan pertanahan

Kapupaten Bintan.

3 Sugiyono, ‘Mefode Penelitian Kuantitatif
Kualitatif Dan R&>D’ (Bandung, Alfabeta Bandung,
2018), Hlm. 2.

4 Abdulkadir Muhammad, ‘Hukum Dan
Penelitian Hukun? (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
2004), hlm. 5.

Pembahasan
A. Kiriteria Tanah Terlantar
Hak Guna Bangunan adalah salah

satu hak atas tanah lainnya yang diatur
dalam Undang — Undang Pokok Agraria.
Menurut ketentuan Pasal 35 Undang —
Undang Pokok Agraria yang menentukan
sebagai berikut:’

Ayat (1) Hak Guna Bangunan
adalah  hak
mempunyai

untuk mendirikan  dan
bangunan-bangunan  atas
tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan
jangka waktu paling lama 30 tahun.

Ayat (2): Atas permintaan pemegang
hak dan dengan mengingat keperluan serta
keadaan bangunan-bangunannya, jangka
waktu tersebut dalam ayat (1) dapat
diperpanjang dengan waktu paling lama 20
tahun.

Ayat (3): Hak Guna Bangunan dapat
beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pengertian secara yuridis mengenai
tanah terlantar dapat ditemukan dalam
Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala
Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Penertiban Tanah
“Tanah
terlantar adalah adalah tanah yang sudah

Terlantar, yang menyebutkan

diberikan hak oleh negara berupa Hak
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Pakai, dan  Hak
Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas
tidak diusahakan, tidak
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan

Bangunan, Hak
tanah yang

sesuai dengan keadaannya atau sifat dan

5 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang pengatiran dasar pokok pokok
agraria.
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tujuan  pemberian hak atau  dasar mulai 2 (dua) tahun  sejak
penguasaannya”.’ diterbitkannya hak.

Adapun yang dapat dijadikan objek
tanah terlantar sebagaimana diatur dalam
Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 20
Tahun 2021 Tentang Penerbitan Kawasan
dan Tanah Terlantar, menyebutkan
Obyek penertiban tanah terlantar meliputi
tanah yang sudah diberikan hak oleh
Negara berupa Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,
dan Hak Pengelolaan, atau dasar
penguasaan atas tanah yang tidak
diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak
dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya
atau sifat dan tujuan pemberian hak atau
dasar penguasaannya. Berikut penjelasan
dari masing masing kategori :

1. Tanah hak milik menjadi objek
penertiban Tanah Telantar jika dengan
sengaja  tidak  dipergunakan, tidak

dan/atau tidak

dikuasai  oleh

dimanfaatkan,
dipelihara  sehingga
masyarakat serta menjadi wilayah
dikuasai oleh pihak

lain secara terus-menerus selama 20

perkampungan,

(dua puluh) tahun tanpa adanya
hubungan hukum dengan Pemegang
Hak, atau
Tanah tidak terpenuhi, baik Pemegang

fungsi sosial Hak Atas

Hak masih ada rnaupun sudah tidak
ada.

2. Tanah hak guna bangunan, hak pakai,
dan Hak Pengelolaan menjadi objek
penertiban Tanah Telantar jika dengan

diusahakan, tidak

dipergunakan, tidak dimanfaatkan,
dan/atau tidak dipelihara terhitung

sengaja  tidak

¢ Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah
Terlantar

3. Tanah hak guna usaha menjadi objek

penertiban Tanah Telantar jika dengan
diusahakan, tidak
dan/atau tidak
dimanfaatkan terhitung mulai 2 (ciua)

sengaja  tidak
dipergunakan,

tahun sejak diterbitkannya hak.

4. Tanah yang diperoleh berdasarkan
Dasar Penguasaan Atas Tanah menjadi
objek penertiban Tanah Telantar jika
dengan sengaja tidak diusahakan, tidak

tidak  dimanfaatkan,

dan/atau tidak dipelihara terhitung

dipergunakan,

mulai 2 (dua)  tahun  sejak
diterbitkannya Dasar Penguasaan Atas
Tanah.’

Berdasarkan dari aturan diatas pada
dasarnya tanah terlantar yang dimaksud
adalah tanah negara yang ada hak
penggunaannya tetapi tidak dimanfaatkan
oleh pemegang haknya. Berdasarkan
pengertian tersebut maka kriteria untuk
menentukan tanah dikualisir sebagai telah
diterlantarkan menurut PP No 20 Th 2021
adalah :

1. Objek tanah terlantar meliputi hak atas
tanah, Hak Pengelolaan dan tanah yang
mempunyai dasar penguasaan atas
tanah;

2. Tanah yang tidak diusahakan, tidak
dipergunakan atau tidak dimanfaatkan;

3. Yang sesuai dengan keadaannya, atau
sifat dan tujuan pemberian haknya atau
dasar penguasaannya;

4. Tidak termasuk tanah terlantar adalah:
a. Izin Konsesi/Perizinan Berusaha

dan/atau kawasan menjadi objek

perkara di pengadilan;

7 Pasal 7 peraturan Pemerintah No. 20
Tahun 2021 Tentang Penerbitan Kawasan Dan
Tanah Terlantar
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b. Izin Konsesi/Perizinan Berusaha
tidak  dapat
diusahakan, dipergunakan, danf atau

dan/atau  kawasan

dimanfaatkan karena adanya
perubahan rencana tata ruang;

c. kawasan dinyatakan sebagai kawasan
yang diperuntukkan untuk
konservasi sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan
atau

d. Izin Konsesi/Perizinan Berusaha

dan/atau  kawasan tidak dapat
diusahakan, dipergunakan, atau
dimanfaatkan karena adanya

keadaan kahar (force majeure)
antara lain peperangan, kerusuhan,
bencana alam, dan bencana lainnya,
yang  harus  dinyatakan  oleh
pejabat/instansi yang berwenang.
Dalam penjelasan Pasal 3 dijelaskan

bahwa yang dimaksud dengan “Yang
dimaksud dengan "sengaja" adalah apabila
Pemegang Izin Konsesi/Perizinan
Berusaha  secara de  facto  tidak
mengusahakan, tidak mempergunakan,
dan/atau tidak memanfaatkan
l1zinlKonsesi/Perizinan Berusaha dan/atau
kawasan yang dikuasai sesuai dengan
kewajiban  yang  ditetapkan  dalam
lzinlKonsesi/Perizinan Berusaha dan/atau
rencana pengusahaan atau pemanfaatan
kawasan.

B. Implementasi  Fungsi  Pengawasan
Badan Pertanahan Kabupaten Bintan
Terhadap Tanah Hak Guna Bangunan
(HGB) Yang Terlantar

Penelantaran tanah merupakan salah
satu tindakan yang dapat menurunkan
kesuburan tanah sehingga berdampak
pada kualitas lingkungan, hal tersebut

bertentangan dengan amanat Pasal 15

UUPA tersebut, yang menyatakan bahwa

sudah menjadi sebuah kewajiban bagi
pihak yang mempunyai hubungan hukum
sesuai dengan hak yang diberikan atas
tanah tersebut dengan tanah untuk
memelihara serta menambah kesuburan
tanah.® Termasuk hak atas tanah dengan
Hak Guna Bangunan, Adapun yang
dimaksudkan dengan Hak Guna bangunan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35
ayat (1) UUPA, menyebutkan :” Hak guna
bangunan adalah hak untuk mendirikan
dan mempunyai bangunan-bangunan atas
tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan
jangka  waktu  paling  lama 30
tahun”.Adapun  akibat
diterima oleh pemegang ha katas tanah

hukum  yang

ketika menelantarka tanah tersebut ialah
terjadi pemutusan  hubungan hukum
antara subjek pemegang Hak Guna
Bangunan atas tanah tersebut dengan
objek tanah, atau dengan ditelantarkannya
maka dapat menghapus Hak Guna
Bangunan tersebut dan tanah dikuasai
oleh Negara.’

Pengawasan terhadap penelantaran
tanah yang diberikan berdasarkan Hak
Guna Bangunan Kabupaten Bintan, pada
dasarnya dilakukan pengawasan baik
secara langsung maupun tidak langsung
oleh pihak Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Bintan dengan melakukan
pengamatan  dan  mengecek  secara
langsung ke lokasi tanah yang diberikan
Hak Guna Bangunan, dan pengawasan
dilakukan

tidak langsung dengan

8 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang pengatiran dasar pokok pokok
agraria.

9 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang pengatiran dasar pokok pokok
agraria.
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memeriksa laporan kemajuan pengelolaan
tanah Hak Guna Bangunan itu sendiri. "
Disamping pengawasan langsung
yang dilakukan oleh badan pertanahan
nasioal ~ Kabupaten Bintan  dengan
mendatangi secara langsung objek, mereka
juga melakukan pengawasan secara tidak
langsung dengan melakukan inventarisasi
melakukan

tanah  terlantar  sekaligus

penerbitan  terhadap tanah  tersebut.

Dimana inventarisasi ini dilakukan sesuai

dengan ketentuan Pasal 11 dan 12

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021

Tentang Penerbitan Kawasan dan Tanah

Terlantar, sebagai berikut :

1. Inventarisasi tanah terindikasi telantar
dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan.

2. Dilaksanakan paling cepat 2 (dua)
tahun sejak diterbitkannya Hak Atas
Tanah, Hak pengelolaan, atau Dasar
Penguasaan Atas Tanah.

3. Inventarisasi sebagaimana dimaksuri
pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan laporan atau informasi
yang bersumber dari:

a. Pemegang Hak, Pemegang Hak
Pengelolaan, atau Pemegang Dasar
Penguasaan Atas Tanah;

b. Hasil pemantauan dan evaluasi
Hak Atas Tanah dan Dasar
Penguasaan Atas Tanah yang
dilakukan oleh Kantor Pertanahan,
Kantor Wilayah, dan Kementerian;

c. Kementerian/lembaga;

d. Pemerintah daerah

e. Masyarakat.

4. Hasil inventarisasi tanah terindikasi

telantar dilampiri dengan data tekstual

dan data spasial.

10 Hasil wawancara bersama Badan
Pertanahan Kabupaten Bintan

5. Hasil pelaksanaan inventarisasi tanah
terindikasi telantar diproses menjadi
data tanah terindikasi telantar.

Data tanah terindikasi telantar diatas
ditindaklanjuti

kemudian dengan

diteapkan  sebagai tanah  telantar,

kemudian dilakukan penerbitan yang

meliputi:

1. nama dan alamat Pemegang Hak;

2. letak, luas, status hak atau dasar
penguasaan atas tanah dan keadaan
fisik tanah yang dikuasai Pemegang
Hak

3. keadaan yang mengakibatkan tanah
terlantat.

Karena penulis fokus pada tanah
terlantar yang bersertifikat hak guna
bangunan, Berikut penulis tampilkan data
penerbitan yang telah dilakukan oleh
badan pertanahan nasional kabupaten
Bintan terhadap tanah terlantar yang telah
bersertifikat ~ hak  guna  bangunan
sebagaimana tugas yang telah diamanatkan
oleh peraturan pemerintah nomor 20
Tahun 2021 Tentang Tentang Penerbitan
Kawasan dan Tanah Terlantar.

Tabel 2 ; HGB yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bintan

No  Namadan Letak Tanah Luas  Status = Tanah Saat Ini
alamat Tanah = Hak
pemegang hak

1. | PT.SrijayaAbadi | Bintan Timur | 123015 = HGB Semak
Sekarang  Gunung
Kijang

2. | PT Tirta Utama | Bintan
Riani Indah Sekarang  Gunung dan Semak
Kijang)

Timur | 48164  HGB Kebun  Kelapa

3. |PT. Aneka | Bintan Timur, Sei | 158, HGB
Tambang Enam 3007 semak

Berdasarkan fungsi pengawasan

secbagaimana  peraturan  pemerintan
Nomor 20 Tahun 2021 Tentang
Penerbitan  Kawasan dan  Tanah

Terlantar badan pertanahan kabupaten
Bintan telah menjalankan tugas dengan
baik yang dibuktikan dengan adanya
penerbitan yang dilakukan oleh badan
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pertanahan Kabupaten Bintan sehinngga
tanah tersebut menjadi milik Negara.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di = atas
dapat disimpulkan, pertama, tanah terlantar
adalah adalah tanah yang sudah diberikan
hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak
Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar
penguasaan atas tanah yang tidak
diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak
dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya
atau sifat dan tujuan pemberian hak atau
Tanah

terlantar meliputi hak atas tanah, hak

dasar  penguasaannya.Kriteria

pengelolaan dan tanah yang mempunyai
dasar penguasaan atas tanah,tanah yang
tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau
tidak dimanfaatkan,yang sesuai dengan
keadaannya, atau sifat dan tujuan
pemberian haknya atau dasar
penguasaannya.

Kedna, dalam menjalankan fungsi
Badan

Kabupaten Bintan telah melaksanakan

pengawasan Pertanahan,
fungsi pengawasan baik secara langsung
dengan mendatangi objek atau secara tidak
langsung yakni melakukan inventarisasi
tanah terlantar,kemudian mengidentifikasi
tanah terlantar dan melakukan penerbitan
tanah terlantar yang berstatus atau
bersertifikat hak guna bangunan. Fungsi
pengawasan tersebut dilaksanakan dengan
baik yang dibuktikan dengan penerbitan
dari beberapa tanah terlantar yang ada
dikabupaten Bintan, sehingga saat ini tana
tersebut berstatus milik nergara.
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